
• 
Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 

4. Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 

\ 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 1, Tambahan Lemba ran 

· (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

: 1. _'.,undang-Undang Nornor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia- Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peratura_n Daerah Kabupaten Nias Selatan 
Norn or· 12 Tahun 2007 tantang Sadan Usaha Milik Dae rah, serta peraturan 
pelaksanaannva, maka memenuhi sebagai kebutuhan Pemerintah Daerah setain 
Organisasi Perangkat Daerah lainnya bertujuan mendayagunakan sumber dava 
aset dan sumber daya alam guna memperoleh hasil dalam rneningkatkan 
penyelenggaraan Pernerintahan ·dan Pernbangunan 

\ 
b. · bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang sudah dibentuk dipandang perlu untuk 

segera melaksanakan tugas pokok dan fungsinva disertai pembiayaan dari 
APBD untuk dikelola oleh Direksl: 

c. bahwa pembiayaan dari ·APBD Tahun Anggaran 2011 dapat dipidahbukukan 
sebagai Penvertaan Modal sesual dengan Oaerah; 

d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf 
b , dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati · Nias Selatan tentang 
Penvertaan.Modal Pernerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 
2011 pada Badan Usaha Milik Daerah; 

BUPATI NIAS SELATAN, 

Mengingat 

r 
'- 

IVlenirnbang 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH l<ABUPATEN NIAS SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2011 PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN 
NOMOR · ~I TAHUN 2011 

BUPATI NIAS SELATAN 



Republik lndonesla.Nornor 4539); 
12_. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

· Pemerintahan · Antara . Pemerintah, Pernerlntahan Daerah Provinsi dim 
Pernerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4737); 

-13.- Peraturan Pemerintah. ·Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

14;· lnstruksi Presiden Nomor !;,-Tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Percecatan 
Sektor Riil dan Pernberdavaan UMKM; 

15. Peratura_n Menteri Dalam Negeri Nornor 1 Tahun 1984 tentang Tata _C~ra 
Pernblnaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerint~h 

; :-'.·Daerah; 

16.-· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukurn 
Badan Usaha Milik Daerah; 

17. · Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang 
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 

Keputusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonornl Daerah Nomor 43 Tahun 2_000 
tentang Pedoman KerjasarnaPerusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; 

Peraturan Menter! Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Nasksh 
Dinas di Ungkungan Pemerfntah Daerah; 
Keputusan Menteri Qalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang 
Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan 
Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara; 

18. .. 
19. 

~ 

20. 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias 

.; Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di 
. ' I 

Propinsi Surnatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
. . 

Norn or 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272r 
6. · Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran · Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . . 

· Republik 1ndoesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
9. Peraturan Pemer_intah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan 

·· Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndoesia Tahun 1983-Nomor 

· 36, Tambahan Lernbaran Negara Republil< Indonesia Nomor 3258); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ;l..04, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan l.ernbaran Negara 

'-- 



\ -1~ 

Dewan Komisaris yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota serta Dewan Direksi _adalah 

sebagai dimaksud dalam Peraturan Supati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk _Teknis 

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nornor 12. Tahun 2007 tentang Sadan Usaha Milik 

Oaerah dan Keputusan Bupati Nornor ....... Tahun 2011 tentang Pengangkatan Dewan l<omisaris 

dan Dewan Direksi pada Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Nias Selatan. 

6. 

' ! • 

5. Badan Usaha Milik Daerah disingkat BUMD .adalah sebagai dirnaksud dalam Peraturan Oaerah 

l(abupaten Nias Se Iatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Sadan Usaha Milik Daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daera_h Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

(_ merupakan Lembaga Perwakilari Rakyat oaerah yang · berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan. 

4, lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, Deviden, 

rovalti, manfaat _sosial lainnya sehi~gga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalarn 

rangkapelavanarnkepada masyarakat. 

Dalam Peraturari Bupati ini yang dlrnaksud dengan : 

' :t. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan. · 

:~. Pernerintah Daerah adalah .. Bupatl dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

Pasall 

KETENTUAN UMUM 

BABI 
\ 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PErviERINTAH DAERAM 

KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 'ANGGARAN 2011 PADA BADAN USAHA MILH< 

DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

21; Keputusan Menter] Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan 

Pengangkatan Wakil B.upati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara: 
. . . 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Badan Usaha Milik Oaerah; 
23. Peraturan Bupati Nias· Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan; 
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nornor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis 

Peraturan Oaerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Badan Usaha Milil< Daerah; 

;;; 



Nilai Penyertaan Modal sebagai rnodalawal kepada BUMD adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua 

-, rnilvar rupiah) diternpatkan pada Rekening BUMD pada PT. Bank Sumut Ca bang Teluk Dalam. 

~ 

Pasal6 

· BABV 

NILA! PENYERTAAN MODAL 

Belanja Daerah {APBD) Kabupaten Nias Selatqn. 

Penyertaan Modal' sebagaimana drmaksud dalarn pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan .. 

Pasal5 

·Pasal4 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2011 pada BUMD dalam bentuk saham rnenambah 

kepernilikan modal Pemerintah Kabupaten Nias Salatan. · 

.BAB IV 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

.Q,aerah. 

,• .. 
Tujuan ·Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD · adalah untuk membiayai operas] 

perusahaan pada tingkat . pembentukan, perturnbuhan dan pengembangan dengan skala 

pembelanjaan dari modal yang di setor untuk me_mbelanjai guna memberikan daya dan hasil guna 

atas pemanfaatan aset, penyediaan barang dan jasa dan pengelolaan sumber daya alam bagi 

kepentingan masyarakat dan Pemerintah serta rnernberlkan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli . ;,. ' 

Pasal3 

BAB Ill 

TUJlJAN 

. . 

masvarakat dan Pernerintahsebagalmana dirnaksud dalam Peraturan pembentukannya. 

I. BUMD dapat berbentuk sebagai Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. 

2. · BUMD adalah. sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan pelayanan kepada 

BAB II 

BADAN USAHA MILIK DAERAH 

Pasal2 

l. Penvertaan Modal adalah sebagai pemblavaan lnvestasi modal awal perusahaan didalam 

mernbelanjai operasi, perturnbuhan, pengembangan secara proporsional hingga rnernberikan 

· rnanfaat sosial ekonornl kepada rnasvarakat dan pada Pendapatan Asli Daerah. 

,... 
t . '-.;_. 



l. Bukti transaksi, faktur, voucer, dan kwitansi atas akun di simpan dan dicatat serta di tata 
usahakan menurut praktek-praktek akuntansi yang terbaik (best practise), standar dan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

\ 

BABIX 

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI 

Pasal 11 
,, 
-'liw·., 

:I.. Perivertaan Modaf digunakan untuk pembiayaan lnvestasi yang produktif, terukur, memenuhi 
kebutuhan rnasvarakat . · -, dan Pemerintah serta memperoleh keuntungan us aha gun a 
pengembangan perusahaan dan peningkatan PAD. 

2. Pengelolaan Keuangan adalah rnellputi 
0perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, 
pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta perbaikan, adalah mengikuti Tata Ketola 
Keuangan Badan . Usaha Milik Daerah yang diatur dari Peraturan Perundangan, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan'Menteri, Peraturan yang· diatur tersendiri melalui Peraturan Oaerah dan 
Peraturan Bupati. 

c 

\ BAB VIII 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pasal 10· 

Surnber pembiayaan Penyertaan Modal.: 
l. Dari Pendapatan A~li uaerah {PAD). 
2.. Sisa anggaran Iebih APBD 

-~· 

Pasal9 .. 

• BAB VII 

SUMBER PEMBIAYAAN 

/ 
', 

Pasal 8 

l. Modal awal perusahaan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar. rupiah) digunakan oleh Direksi 
dengan skala pernbelanlaan sebagai berikut: .. 
a. biaya pembentukan, administrasi perkantoran dan honorarium setinggi-tinginya 15% (lima 

· belas persen}; 
b. sarana dan prasaran setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen); 
c. produksi setlnggi-tlngginva 10% (sepuluh oersen): 
d. pemasaran setinggi-tinggin_ya 10% (sepuluh persen); 

e. penelitian dan pengembangan setiriggi-tingginya 12,5% (dua belas koma lima persen); 
f. eksplorasi dan perturnbuhan setlnggl-tlngginva 42,5% (empat puluh dua koma lirna persen) 

BAB VI 

SKALA PEMBELANJAAN 

Perda tentang APBD Nomor 1 Tahun 2011. 

'Pasa17 

Surnber pembiayaan · Penvertaan Modal adalah dari APBD ·Tahun 2011 sebagai ditetapkan dalam . , 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias Selatan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten·Nias Selatan. 

Pasal 14 

~raturan ini mulai be_rlaku pada tanggal diundangkan . 

BAB XII 

PENUTUP 

Pasal 13 

( 1. Pengawasan internal Perusahaan dilaksanakan oleh Satuan Pengendalian Intern (SPI), dan Dewan 
Kornisaris atas kebijakan dan operasi perusahaan. 

2. lnspektorat l<abupaten atas Penyertaan Modal berdasarkan perintah Kepala Daerah. 

· BAB XI 

PENGAWASAN· 

PasaflZ 
:L. laporan .Keuangan di audit oleh Kantor Akuntan 'Publik atau dari Badan Perneriksa Keuangan 

sehagai Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan kepada Kepala Daerah. 
2. Direksi bertanggungjawab secara penuh baik administratif, materil atas pengelolaan keuangan · 

dan operasional perusahaan dan akibat hu~um yang ditimbulkannya. 

BABX 

· PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Dokumen sumber diatas digunakan secara akuntansi untuk dicatat dalam Buku Kas,· Buku 
Pembantu baik manual maupun aplikasi guna menyusun jurnal, neraca, laporan laba rugi, laporan 
arus kas dan catatan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan perusahaan, 


